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PELAYANAN DOKUMEN KARTU TANDA PENDUDUK DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ROKAN HILIR

ABSTRAK
DARSONO SUBEKTI

Pelaksanaan pelayanan doekumen kependudukan di Kabupaten Rokan Hilir mengalami
permasalahan dalam memenuhi kebutuhan E-Ktp di masyarakat. Permasalahan muncul
akibat kondisi geografis dan kompleksitas permasalahan data masyarakat yang tidak
sinkron dengan sistem data E-Kitp.| Ditambahy lagi belum tersedianta unit pelayanan
terpadi di tingkat kecamatan dan menyebabkan masyarakat harus datang ke Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini menimbulkan
asumsi masyarakat yang merasa dipersulit dalam pelayanan-E-Ktp. Tujuan dari
penelitian ini.adalah untuk mengetahui Efektivitas Pelayanan Dokumen Kartu Tanda
Penduduk dan mengetahui hambatan-hambatannya di Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan
subjek penelitian 1 orang key informan yang merupakan kepala dinas, 2 orang
informan penanggungjawab pelaksana pelayanan E-Ktp dan 10 erang masyarakat yang
melakukan permohonan layanan E-Ktp. Teori yang digunakan dalam penelitian ini
merujuk pada indikator standar Prosedur Pelayanan publik yang meliputi: Waktu
pelayanan; Biaya pelayanan; Produk pelayanan; Sarana dan prasarana; Kompetensi
petugas pemberi layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan e-Ktp sudah
dilakukan dengan cukup baik karena masyarakat dengan mudah dapat mendapatkan
layanan dokumen kartu tanda penduduk. Adapun faktor yang menghambat
pelaksanaan Pelayanan adalah jaringan internet dan peralatan E-Ktp yang mengalami
kemacetan, masth adanya pegawai yang melanggar prosedur pelayanan, kurangnya
SDM, jarak dari satu desa dengan pusat pemerintah dacrah tempat perekaman E-Ktp
yang jauh, kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi.

Kata Kunci: Efektivitas, Pelayanan E-Ktp, Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Kabupaten Rokan Hilir



POPULATION CARD DOCUMENT SERVICES AT THE DEPARTMENT OF
POPULATION AND CIVIL REGISTRATION OF
ROKAN HILIR DISTRICT

ABSTRACT

The implementation of identity document services. in Rokan Hilir Regency has many
problems to serve public needs. Problems arise due to geographical conditions and
the complexity of community data problems that are not in sync with the E-Kip data
system. In addition, there is_nointegrated |service unit at the sub-district level and
causes people to have toxoine to Rokan Hilir Regency: 1This raises the assumption that
public found difficulty to_provide E-Kip services. The purpose of this study is to
determine of effectiveness Identity Card Document Service and to find out the obstacles
in the Population and Civil Registration Office of Rokan Hilir Regency. The research
method used in this study is a qualitative research method with a descriptive type of
research. Data.was collected by interviews, observations, and documentation. this
research invelve 1 of key informant who is the head of the service, 2 informants in
charge of implementing E-Kitp services and 10 people who apply for E-Ktp services.
Theory that used in this study refers to standard indicators of public service procedures
which include:" Service time; Service fee; Service products;, Facilities and
infrastructure; Competence of service providers: The results of the study indicate that
the e-Ktp service has been carried out quite well because the public can easily get the
identity card document service. The factors that hinder the implementation of the
service are the internet metwork and E-Kip, equipment that are experiencing
congestion, there are still emplovees who'vielate service procedures, lack of human
resources, the distance from one village to the local government center where the E-
Ktp recording is far away, lack of public awareness _in an orderly manner.
administration.

Key Word: Effectiveness, E-Ktp Service, Population and Registration Office of Rokan

Hilir Regency

Xi
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tingkat bawah

5 E

dalam organisasi
mencapai tujuan.

organisasi untuk

B S Y

o

menciptakan iklim

Kegiatan administrasi menyangkut kegiatan ketatausahaan yang berupa
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ada pada setiap unit kerja dalam sebuah
organisasi. Kegiatan administrasi bertujuan untuk pembukuan kegiatan-kegiatan yang

ada dalam organisasi, di mana pembukuan tersebut akan menjadi arsip yang pada saat
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tertentu dapat digunakan kembali, administrasi juga harus ditata dengan baik guna

mempermudah di dalam kegiatan penyelenggaraan organisasi tersebut. Administrasi

yang terkelola dengan baik akan memberikan kinerja yang baik dan mampu

menjelaskan kinerja organisasi publik. Banyak pandangan negatif mengenai organisasi
publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang
diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap
layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik, sebab akses untuk

mendapatkan informasi mengenai kualitas layanan relatif sangat mudah dan murah.
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3. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan

masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan

5. Akuntabilitas
Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan
organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya
adalah bahwa para pejabat politik tersebut dipilih oleh rakyat, sehingga dengan

sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini,
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konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan
dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.

Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang

kewajiban bagi
syarakat yang telah
cukup umu at yang telah menikah juga okan untuk memiliki E-

KTP. Setia asyarakat < TS erdasarkan undang-

Rokan Hilir menghadapi berbagai masalah administrasi, baik sebagai daerah terluar,
tertinggal, maupun daerah terdepan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Daerah Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T) adalah wilayah strategis negara
yang mesti diperhatikan. Mengingat banyak sekali isu dan permasalahan yang terjadi

di Daerah 3T, mulai dari krisis moral, akhlak, sampai pada krisis nasionalisme. Faktor
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utama yang menyebabkan masalah tersebut adalah dikarenakan oleh faktor geografis,
sosial dan budaya yang berkembang di Daerah 3T (Andrian 2019: 230). Daerah terluar

juga memiliki masalah tentang pemerataan Pendidikan di mana Pendidikan tidak

0: 25). Kurangnya
jumlah pegz P yang masih sering
mengalami engaruhi  kepuasan
masyarakat erkait kedisiplinan,

komunikasi

DeLiema, and Langton 2020: 1).

Berbeda dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh penelitian tersebut,
peneliti ini membahas masalah daerah terluar dalam memenuhi kebutuhan administrasi
khususnya E-KTP di daerah Kabupaten Rokan Hilir. Pelaksanaan E-KTP di Indonesia

terlaksana dengan biaya yang lebih murah dengan menggunakan sistem (Awangga,
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Harani, and Setyawan 2019: 1360). Rokan Hilir sebagai daerah terluar mampu
melakukan perekaman E-KTP dengan mencapai angka 98%. Hal tersebut

menunjukkan keberhasilan Rokan Hilir sebagai Kabupaten di Daerah 3T yang mampu

jukkan bagaimana

mesin ke mesin tanpa

pelaksanaannya diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran
penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga negara
Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Kartu
Tanda Penduduk elektronik (E-KTP). Hal tersebut juga sesuai dengan Peraturan Bupati

Rokan Hilir No.l1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta
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tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir

pemerintah kabupaten Rokan Hilir.

Untuk mendapatkan pelayanan yang efektif dibutuhkan inovasi pelayanan

penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu
wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 dan UU Nomor Tahun 2013, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di
Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atau mereka yang berumur 17 tahun tetapi

sudah pernah kawin, dalam profil ini disebut penduduk wajib KTP.



Berdasarkan Peraturan Bupati Kab. Rokan Hilir Tahun 2017, Disdukcapil
bertanggungjawab untuk menyediakan kebutuhan akan identitas penduduk. Dengna

demikian konsekuensinya Disdukcapil menjalankan urusan wajib pemerintah di bidang

un ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(
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erbitan Nomor Induk

dan Kartu Tanda

bidang tugasnya;
7. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
8. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan

karir;
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9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

wajib me ' rerintah wajib v an pelayanan kepada
masyarakat
Dalam tata
Nomor 24

(Kementrian

, \“‘i‘i\‘;‘\
&
c
~

i
#3.‘
-2

Menu

Perubahan Atas

point 14 bahwa Kartu
adalah Kartu Tanda Penduduk ' pi cip yang merupakan identitas resmi

penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.



Tabel 1.1

Persentase Kepemilikan KTP El

10

Jumlah Penduduk
A Jumlah Penduduk | Persentase
No Kecamatan Memilikd IFTP Wajib KTP Kepemilikan
Elektronik
A n % I % b
1 |KUBU 15.926 4,70 17.874 4,05 89,10
2 (BANGKO 52.024 15,36 55.495 12,58 93,75
3 |TANAH PUTIH 43,521 12,85 47.970 10,87 90,73
4 (RIMBA MELINTANG 24.050 7,10 26.313 5,96 91,40
5 |BAGANSINEMBAH 42.004 12,40 46.603 10,56 90,13
6 [PASIR LIMAU KAPAS 22.255 6,57 25.281 5,73 88,03
7 |SINABOI 11.312 3,34 13.086 2,97 86,44
8 |PUJUD 20.232 5,97 22.699 5,15 89,13
9 |TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 9.108 2,69 10.122 2,29 89,98
10 |BANGKQ PUSAKO 38.493 11,36 42.536 9,64 90,50
11 [SIMPANG KANAN 15.731 4,64 17.395 3,94 90,43
12 [BATU HAMPAR 5.939 1,75 6.541 1,48 90,80
13 [RANTAU KOPAR 4.207 1,24 4.661 1,06 90,26
14 [PEKAITAN D857 2,94 11.144 2,53 89,35
15 |KUBU BABUSSALAM 9.924 2,93 16.736 3,79 59,30
16 |TANJUNG MEDAN 5.085 1,50 24.904 5,65 20,42
17 [BAGAN SINEMBAH RAYA 2.716 0,80 14.310 3,24 18,98
18 [BALAI JAYA 6.306 1,86 37.487 8,50 16,82
| Tumish’. — T[T 3as790[ T a00] Saanasill 100 76,80

Sumber : Dinas Kependudukan-dan Pencatatan-Sipil Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan ~data yang penulis

dapatkan pada tahun 2021, Dinas

Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir terdapat 441.157 target orang

wajib KTP, sedangkan realisasi.masyarakat yang memiliki E-Ktp adalah sebanyak

338.790 orang atau setara dengan 76,80%. Data tersebut menunjukkan angka yang

cukup baik meskipun belum mencapai target. Masih terdapat 23,20% masyarakat yang

belum mengurus E-Ktp di Kabupaten Rokan Hilir.

Meskipun demikian, dalam data tersebut masih terdapat beberapa kecamatan

yang masih bermasalah dalam memenuhi target kepemilikan E-KTP. Terdapat 1
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Kecamatan yang capaian kepemilikan E-KTP di bawah 60%, dan 3 Kecamatan
capaiannya masih di bawah 25%. Hal tersebut menunjukkan permasalahan dalam

pencapaian target kepemilikan E-KTP di Kabupaten Rokan Hilir. Kecamatan Kubu

Darussalam memi g Medan 20,42%, Bagan

0

yermasalahan di

belum mencapai

target ora Maret 2021, dan

<
A\ L\ B

aRALNE

SIS

ditemukan

—_

1. Kete ada di Dinas

efektif dalam

v

“Pelayanan E-Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Rokan Hilir”
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas Maka perumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:

Adapun manfaat penelitia ebagai berikut:

a. Manfaat Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pikiran kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan
Hilir dalam meningkatkan Pelayanan Dokumen Kartu Tanda Penduduk di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.
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b. Manfaat Teoritis, manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memperkaya

khasanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan

Dokumen Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
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TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

bungan dengan
tiga tingkata tingkat bawah
(Anggara, dalam organisasi
melakukan mencapai tujuan.
Pada ting ah m _' 1 - _- organisasi untuk

menciptakan iklim

kegiatan dalam melaya
mencapai tujuan organisasi.

Kegiatan administrasi menyangkut kegiatan ketatausahaan yang berupa
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ada pada setiap unit kerja dalam sebuah
organisasi. Kegiatan administrasi bertujuan untuk pembukuan kegiatan-kegiatan yang

ada dalam organisasi, di mana pembukuan tersebut akan menjadi arsip yang pada saat

14
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tertentu dapat digunakan kembali, administrasi juga harus ditata dengan baik guna
mempermudah di dalam kegiatan penyelenggaraan organisasi tersebut. Administrasi
yang terkelola dengan baik akan memberikan kinerja yang baik dan mampu
melaksanakan pekerjaan yang tepat guna dan.tepat sasaran sehingga tujuan yang telah
ditetapkan akan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Penyelenggaraan administrasi -pemerintahan yang baik akan melahirkan
birokrasi yang efektif dan efisien, hal ini tidak terlepas dari reformasi dari birokrasi
yang sedang berjalan. Setiono (Syafiie,2013:163) mengungkapkan bahwa langkah
untuk mereformasi birokrasi tidaklah dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus
menyeluruh dan mendasar. Apalah artinya kita membangun sikap aparatur birokrasi
agar profesional akan tetapi kita tidak membenahi kondisi kerja, sistem kerja, sistem
penggajian dan atau juga sistem karir mereka.

Secara sederhana, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang
bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Meskipun sama-sama mengkaji
tentang organisasi, administrasi publik ini berbeda dengan ilmu manajemen, jika
manajemen mengkaji tentang pengelolaan organisasi.swasta, maka administrasi publik
mengkaji tentang organisasi publik/pemerintah, seperti dinas-dinas, mulai dari tingkat
kecamatan sampai tingkat pusat. Kajian ini termasuk mengenai birokrasi, penyusunan,
pengimplementasian, dan pengevaluasian  kebijakan  publik, administrasi
pembangunan, kepemerintahan daerah dan good governance.

Administrasi publik terdiri dari dua kata, yaitu administrasi dan publik.

Administrasi diartikan sebagai kegiatan atau kerja sama dalam rangka mencapai tujuan
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yang sudah ditentukan atau diarahkan. Definisi lainnya yang dapat diajukan adalah
kegiatan implementasi kebijakan.

Sedangkan publik dapat diartikan sebagai negara, klien, konsumen, warga

sebagai se
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merupakan
public dan

pemerintaha
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kunci pokok yang menjadi tema ide mereka; (i) Politik berbeda (distinct)
dengan administrasi. Secara naluriah, politik adalah arena di mana kebijakan
(policy) diambil sehingga administrasi tidak berhak berada dalam arena
tersebut. Pejabat-pejabat politik (elected agencies) bertanggung-jawab

mengartikulasikan kepentingan publik dan memformulasikannya menjadi
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sebuah produk politik berupa kebijakan. Administrasi hanya bertugas
mengimplementasikan (administered) kebijakan tersebut. Dengan demikian,

maka fungsi politik dan administrasi harus dipisahkan agar tidak saling

dipengaruhi oleh
Rasionalitas yang

emukakan oleh aliran

organisasi dan tujuan pribadinya. Orang yang bekerja di dalam organisasi juga
memiliki motif pribadi yang harus dipenuhi oleh organisasi. Tujuan pribadi ini
tidak selalu uang, tetapi bisa juga pengakuan, rasa ingin dihormati dan dihargai

serta keinginan untuk menunjukkan jati diri.
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3. Teori pilihan publik (public choice). Teori pilihan publik berasal dari filsafat
manusia ekonomi (economic man) dalam teori-teori ekonomi. Inti ajaran teori

pilihan publik menyatakan bahwa manusia adalah individu yang rasional yang

nya (self- interested) dan

SR TTESEEA 'g%
g aat yang palin.g

terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efisien dan rasional
(Yuniningsih, 2019: 1).

Dalam pengertian luas, administrasi dapat dilihat dari tiga sudut, hingga
mencakup pula tiga pengertian, yaitu dari sudut proses, fungsi, dan kelembagaan

(Anggara, 2016: 10).
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1. Dari sudut proses, administrasi merupakan keseluruhan proses pemikiran,

pengaturan, penentuan tujuan hingga pelaksanaan kerja sehingga tujuan yang

dimaksudkan tercapai.

rencanaan, tugas
sebagainya.

sia- manusia, baik

d. Karyawan: para pelaksana dan pekerja yang digerakkan oleh manajer untuk
bekerja, guna menghasilkan sesuatu sesuai dengan tujuan.

Menurut Agus Dwiyanto dalam (Anggara, 2016: 101-102) mengemukakan

beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja birokrasi publik,

yaitu produktivitas, kualitas layanan, respomsibilitas, dan akuntabilitas.
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1. Produktivitas
Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga

efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara

N

\ ¥
oo
=
5
2
S
=
=
=

1engenai organisasi

itas layanan yang

WALRNARRE
4
5

1asyarakat terhadap

sebab akses untuk

2
:
%
E <
e s B
ENITE -

P

program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Dalam konteks ini, responsivitas mengacu pada keselarasan antara program dan
kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas
dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung

menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan
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tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang

rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan

masyarakat yang secara otomatis kinerja organisasi tersebut jelek. Hal tersebut jelas

dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target, akan
tetapi kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan
norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki
akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan

norma yang berkembang dalam masyarakat.
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P. Siagian dalam (Sellang 2016: 7) administrasi didefinisikan sebagai
keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan

atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ada

asuk pula waktu,
tempat, peralatan matc ' sarana lainnya. 3 a administrasi sebagai
proses kerja sama erupakan hal yang b ena ahtimbul bersama-sama

dengan timbul : (1 bagai seni merupakan

waktu mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), membayar pajak, berobat ke rumah
sakit, dan mengurus berbagai surat ijin.

Sedangkan menurut Liang Gie dalam (Sellang 2016: 8) bahwa administrasi
adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan

oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.
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Berdasarkan uraian dan definisi-definisi seperti dikemukakan di atas, dapat

dirinci beberapa ciri pokok untuk disebut sebagai administrasi, yaitu :

1. Sekelompok orang; artinya kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika

2. Kerja sama dilakukan berdasarkan pembagian kerja secara terstruktur
3. Kerja sama dimaksudkan untuk mencapai tujuan

4. Untuk mencapai tujuan memanfaatkan sumber daya-sumber daya
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Berpikir dengan nilai normatif ilmu administrasi merupakan suatu kajian yang
mendalam di alam nalar manusia yang dapat menembus cakrawala dunia, ditandai

dengan gerak langkah rasionalitas di bidang filsafat ilmu administrasi menurut

2. Epistemol erkemba wpemikiran manusia

ala dan tidak dapat

3. Aksiolog : istrasi a memberika a-yang hakikat apapila
manusia, sehingga

indak bagi manusia

mirip, namun ada perbedaan yang sangat mendasar antara ketiganya. Lebih lanjut
Menurut Yogi bahwa administrasi adalah dua orang atau lebih yang bersatu guna
mencapai tujuan. Kekolektifan dalam ilmu administrasi ini diawali oleh prinsip
kolektivitas karya Durkheim, beliau melihat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial

yang selalu ingin bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan, bahkan dalam mencapai
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tujuan tersebut, terkadang seorang manusia harus menepikan perasaan egois dan
apatisnya. Manusia hidup dalam kelompok-kelompok yang berdasarkan kesamaan

sifat, unsur fisik, mental, dan sebagainya.

ang ilmu administrasi adalah

‘ ‘ ‘ ‘““‘ .*a erti hubungan-

2.1.2 Kons

Secaraep log S¢ >ras _ 1g berarti meja atau
kantor dan ratia _"_J o berarti ada mulanya, istilah ini
digunakan k j atu S : erja yang diatur atau
diperintah ol¢ atu k cg a ég . Sebagaimana yang

ada di dalam masy ern sek 1 1 nyak urusan yang terus

Birokrasi berdasarkan defi ang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah
suatu sistem kontrol dalam organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan yang
rasional dan sistematis, dan bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan

aktivitas-aktivitas kerja individu dalam rangka penyelesaian tugas-tugas administrasi

berskala besar. Pengertian birokrasi juga dapat dilihat dengan jenis atau karakteristik



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

26

dari birokrasi itu sendiri, namun para pakar ilmu sosial masing-masing memiliki

definisi yang berbeda-beda.

Birokrasi merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan

suatu sistem kontrol dalam organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan yang
rasional dan sistematis, dan bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan
aktivitas-aktivitas kerja individu dalam rangka penyelesaian tugas-tugas administrasi

berskala besar. Pengertian birokrasi juga dapat dilihat dengan jenis atau karakteristik



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

27

dari birokrasi itu sendiri, namun para pakar ilmu sosial masing-masing memiliki
definisi yang berbeda-beda.

Birokrasi menurut Max Weber (Thoha 2012: 328) merupakan suatu organisasi

nomy and Social
modern. Model ini
egara, termasuk di
rsebut dilihat dari
legitimasi k

2020: 57), yz

Traditonal authotiy (Otoritas Tradisional) yaitu otoritas dimana sebuah
legitimasi yang bertumpu pada kepercayaan dan rasa hormat pada tradisi dan

masing-masing pengemban tradisi. Menurut weber otoritas ini merupakan

sarana ketidaksetaraan yang diciptakan dan dipelihara karena jika tidak ada
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yang menentang otoritas ini maka pemimpin atau kelompok pemimpin akan
tetap dominan.

3. Charismatic type (Otoritas Kharismatik) yaitu otoritas dimana legitimasi

diterapkan. Berikut ini merupakan asas-asas k 3 ang baik (Sedarmayanti

2016: 277),

konsensus masyarakat;
6. Memerhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses
pengambilan keputusan, termasuk menyangkut alokasi sumber daya

pembangunan.
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Dipandang dari perspektif Weberian, jika birokrasi tidak seimbang dengan
“perolehannya”, maka birokrasi tersebut tidak rasional lagi. Jadi jika dilihat susunan

hierarkinya terlalu panjang dan lebar, banyak pejabat yang kurang imbang dengan

penyelenggaraa : erhana dipahami oleh
berbagai pihal i ayanan yai eh pemerintah. Semua
barang dan jasa y diselengg '_' ' l_ ntah ian disebut sebagai
pelayanan juga isebut: “what

Pendapat tersebut

i peran yang sangat

terkait dengan kepentingan publik. Masyarakat sebagai pelanggan memiliki kebutuhan
dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang profesional. Tugas
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah memberikan pelayanan publik

yang mampu memuaskan masyarakat (Bisri and Asmoro 2019: 59).
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Pelayanan publik berdasarkan amanat undang-undang 25 Tahun 2009 Pasal 4
harus dilaksanakan berasaskan (Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia

2009):

10.
1.

12.

upaya memperbaiki birokrasi sebagai pelayan publik termasuk upaya menanamkan
etika sebagai nilai utama dalam pelayanan publik. Menurut Mertins Jr (Bisri and
Asmoro 2019: 62), ada empat hal yang harus dijadikan pedoman yaitu:

1. Equality, perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan. Hal ini

didasarkan atas tipe perilaku birokrasi rasional yang secara konsisten
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memberikan pelayanan yang berkualitas kepada semua pihak tanpa

memandang afiliasi politik, status sosial, etnis, agama dan sebagainya.

Memberikan perlakuan yang sama identik dengan berlaku jujur, suatu perilaku

dalam rangka pemenuhan tanggung jawabnya kepada publik.

Prinsip-prinsip etika pelayanan publik yang dikembangkan oleh Institute
Josephson America, yang dikutip oleh The Liang Gie 2006 dalam Bisri and Asmoro
(2019: 67), dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi bagi para birokrasi publik

dalam memberikan pelayanan, antara lain :



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

32

1. Jujur, dapat dipercaya, tidak berbohong, tidak menipu, mencuri, curang dan
berbelit;

2. Integritas, memunyai prinsip, terhormat, tidak mengorbankan prinsip moral dan

ARAB N
a
5
o
2
o
2
8
=

%\'in_;\‘a\

menentukan nasib

menghargai  dan

akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan, yaitu aparatur pemerintah.
Cirinya adalah sebagai berikut (Bisri and Asmoro 2019: 68) :
1. Efektif, pencegahan pengulangan persyaratan dari satuan kerja / instansi

pemerintah lain yang terkait.
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2. Sederhana, prosedur diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-

belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat.

3. Transparan, ada kejelasan dan kepastian dalam pelayanan publik.

langsung (yaitu lewat pembiayaan penyediaan layanan yang diselenggarakan oleh
pihak swasta) (Putra, Fadhilla. 2012). Sedangkan menurut Mahmudi, pelayanan publik
adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan
publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan (Mahmudi. 2010 ; Hal 22).
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Mengacu pada pendapat di atas, menjadikan bukti bahwa pelayanan publik

merupakan bentuk layanan yang diberikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan

hidup masyarakatnya. Pelayanan publik juga harus mengacu dan didukung oleh

Setiap penyelenggaraan atau penyediaan pelayanan publik haruslah memiliki
standarisasi dalam pelayanannya. Selanjutnya stadarisasi pelayanan publik tersebut
perlu dipublikasikan agar dapat diakses atau diketahui oleh masyarakat sebagai
pengguna pelayanan publik. Standar pelayanan publik dimaknai sebagai suatu ukuran

yang telah ditentukan oleh penyelenggara atau penyedia pelayanan publik sehingga
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nantinya wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Standar pelayanan
publik, sekurang-kurangnya meliputi (Hamzah 2021: 55):

1. Prosedur Pelayanan Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan

P

AdAyd

-,
D

.
‘.;’
e

pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk
pengaduan (Riofita 2018 32-33).

3. Biaya Pelayanan Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang
ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. Pengertian Biaya/tarif

adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus
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dan/atau memperoleh pelayanan dari negara yang besarnya ditetapkan oleh

pemerintah (Rini Larono 2020: 23).

4. Produk Pelayanan Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan

and Safriansyah 2021) menyatakan ada terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan
publik, yaitu:
1. Organisasi penyelenggara pelayanan publik. Organisasi atau badan yang

bertindak sebagai penyelenggara pelayanan publik adalah pemerintah, swasta
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atas nama pemerintah, dan swasta sendiri. Organisasi atau badan ini bertugas

memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Penerima layanan (pelanggan) yaitu orang, masyarakat atau organisasi yang

merasakan bagaimana pemerintah dengan aktif memenuhi kebutuhan rakyatnya di
dalam menjalankan kegiatan bernegara. Hal ini sudah selayaknya bagi pemerintah
untuk memperhatikan sistem pelayanan publik agar masyarakat dapat memenuhi

kebutuhan yang berkaitan dengan pemerintah dengan efektif dan efisien.
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Menurut Valarie dalam (Kurniawan 2016: 572) hal-hal yang perlu diperhatikan
adalah dalam pelayanan publik adalah sebagai berikut

1. Menentukan pelayanan publik yang disediakan, apa saja macamnya;

v\

2.1.4 Kons

Set

disahkan da

aeae AN

«a

terus menin

keterjangkaus
semakin berker .‘ﬁ mengakibatkan dunia
menghadapi era "6 ) dew arake Juga semakin memiliki

Inovasi sebagai suatu proses memikirkan dan mengimplementasikan pemikiran
tersebut, sehingga menghasilkan hal baru berbentuk produk, jasa, proses bisnis, cara
baru, kebijakan, dan lain sebagainya (Ancok 2017, 35). Sedangkan Avanti Fontana
dalam (Wahyu 2015: 6) memberikan definisi Inovasi sebagai proses mengubah ide-ide

kreatif menjadi produk atau metode kerja yang berguna.
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Melihat dari beberapa pengertian inovasi yang telah disampaikan tersebut,

maka dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah proses kreatif dalam melakukan

penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada. 3 (tiga) hal utama dari inovasi

kuantitas pelayanan (Muharam 2019:

Inovasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik pada birokrasi
pemerintah menurut Mile dan Roste dalam terlahir karena didorong adanya motivasi-
motivasi tertentu yaitu : carrier, idealism, self fulfilment, money (salary), prestige,

professional recognition, dan potential for spin-off business. Motivasi-motivasi
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tersebut terjadi pada tataran individu, sedangkan pada tataran organisasi, motivasi itu
tercipta untuk propaganda kebijakan, ide, meningkatkan pembiayaan, menyelesaikan

masalah, dan public relation (Marom 2015: 53).

elemen pertan

adalah kem

3. Bagian profesional dan teknik yang dipergunakan (Professional and Technical)
Kualitas pelayanan menurut Tjipono dalam (Kurniawan 2016: 573-574)
mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari 6

indikator sebagai berikut:
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1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses

oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta

mudah di mengerti.

serta masyarakat

erhatikan aspirasi,

Pelayanan publik harus dilakukan secara efektif agar dapat memberikan
pelayanan yang terukur kepada masyarakat. Baik dari sisi kualitas pelayanan maupun
dari kuantitas pelayanan. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang

berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah
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populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau
menunjang tujuan.

Pelayanan mengandung makna sesuatu yang bersifat jasa terhadap orang yang

mbaga, yayasan, maupun

<Vt 'gg.
ﬁ ilakukan untuk

memerlukan pela

2013: 965).

Artinya, aps perencanaan, baik

dalam wak ktif (Ixtiarto et al.

mempunyai indikator nyata, kepercayaan, ketanggapan, kompetensi, kesopanan,
kredibilitas, kemudahan mengakses komunikasi, dan pemahaman pelanggan.
Pelayanan masyarakat dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan
kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, cepat, tepat dan memuaskan

(Waruwu 2016: 43-51).
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Pelayanan yang baik sangat memper-hatikan individu sebagai pribadi yang unik
dan menarik. Sugiarto dalam Hadjam mengungkapkan bahwa dimensi kualitas

pelayanan terdiri dari (Hadjam 2001: 4)

langsung dalam

eterampilan;

3. erhatikan kondisi
untuk memberikan

giatan pelayanan yang

dilaksanakan instan inistrasi untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat deng angibles, reliability, responsiveness,

competence, courtesy, credibility, security, acces, communication, understanding
(Waruwu 2016: 45). Penjelasan dari Variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tangibles (Nyata). Bagian dari pelayanan yang berbentuk fasilitas fisik dan

personalia. Misalnya, ruangan yang bersih, penataan meja dan kursi yang

teratur, rapi dan lain-lain.
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Reliability (Kepercayaan). Bagian dari pelayanan yang berbentuk kemampuan
untuk menyediakan layanan dan data secara tepat dan akurat.

Responsiveness (Ketanggapan). Bagian dari pelayanan yang berbentuk respon

pemberi jasa kepada masyarakat.
Acces (Kemudahan mengakses). Bagian dari pelayanan yang berbentuk layanan
yang mudah dalam kontak hubungan antara masyarakat dengan pemberi

layanan.
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Communication (Komunikasi). Bagian dari pelayanan yang berbentuk layanan

dengan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti dan dapat didengar dengan

baik oleh masyarakat sehingga selalu membuat masyarakat selalu mendapatkan
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2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Pelayanan E-KTP Di Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.

) ~ A\ 18
“ u a’ m ““.“ t'. * elayanan Publik

I?L#@N%RSHAS IS LA 7 » |

WNaktu Pelayanan

B a Pelayanan

duk Pelayanan

ana dan Prasarana

‘?" mpetensi Petugas
beri Layanan

BoOooo~Noa~wWNE

yanan E-KTP Dinas
ICatatan Sipil Kabupaten
Rokan Hilir
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No

Nama

Variable

Perbedaan /
Persamaan

Hasil Penelitian

Yayat
Rukayat
2017

Joko
Susanto,
Zepa
Anggraini,
2019

Kualitas

Penelitian

Bahwa
Pelayanan
Bidang

Hasil
Menunjukkan
Kualitas

Di

ecamatan  Pasirjambu
Dilithat  Dari  Aspek
Fasilitas Fisik,
Kehandalan, Daya
Tanggap, Jaminan,
Empati  Yaitu Bagian
Pelayanan Umum Di
Kecamatan Pasirjambu
Belum Memenuhi
Fasilitas Pelayanan Yang
Memadai Untuk
Memberikan Pelayanan
Kepada Masyarakat

Penelitian
terdahulu  focus
pada kualitas
pelayanan,
sedangkan
penelitian
sekarang  focus
pada pembuatan
KTP.

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
kualitas pelayanan publik
pada Kantor Camat Tabir
Ulu belum terlaksana
dengan  baik  secara
keseluruhan, dilihat dari
lima dimensi kualitas
pelayanan publik yaitu

berwujud, kehandalan,
ketanggapan, jaminan,
dan empati
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Robi
Cahyadi
Kurniawan,
2016

Sastrio
Mansyur,
2013

Inovasi Kualitas
Pelayanan
Publik
Pemerintah
Daerah

(Kurni

Inovasi
Pelayanan

Pada penelitian
terdahulu dengan
sekarang
persamaannya
ada pada

Berdasarkan uraian hasil
pembahasan, maka
kesimpulan sebagai
jawaban atas rumusan
masalah dalam penelitian
ini  bahwa pelayanan
publik merupakan suatu
ukur  kinerja

Dari penjelasan tersebut
dapat disimpulkan bahwa
secara teoritis pelayanan
publik telah mengalami
berbagi perubahan dalam
rangka peningkatan
pelayanan, namun disisi
lain pengimplementasian
pelayanan yang efektif di
masyarakat masih begitu

memprihatinkan,
birokrasi masih
cenderung
memperlambat  dalam
e melaksanakan proses
pengurusan KTP. | layanan
Ana Wahyu | Analisis Analisis Penelitian Berdasarkan hasil
Nindari, dan | Efektivitas Efektivitas | terdahulu dengan | penelitian ini dan sesuai
Suhardiman, | Pelayanan Pelayanan | saat ini sama- | dengan jawaban yang
2018 Publik Pada sama  meneliti | diberikan dari informan
Kantor soal efektivitas | kepada peneliti bahwa
Kecamatan pelayanan publik | ada beberapa indikator
Palaran  Kota dan sama-sama | yang dirasakan oleh
Samarinda masyarakat kurang yaitu
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(Nindasari menggunakan tentang ketentuan
2018) metode kualitatif. | pelayanan yang hanya
dijelaskan ketika
Penelitian masyarakat memintanya
terdahulu fokus | dan keramahan petugas
saat memberikan
pelayanan di  Kantor
Camat Palaran

NET} WeJS] Se}ISIoAIUN) ﬂEB){BJSﬂdJﬂ&
I disay yejepe 1ul udwnyo(g

i kesalahan dalam
pengertian sionalkan variabel,

dimaksudka . Untuk kesamaan

dilaksanakan berasaskan (Keme Sekretariat Negara Republik Indonesia
2009): Kepentingan umum; Kepastian hukum; Kesamaan hak; Keseimbangan hak

dan kewajiban, Keprofesionalan; Partisipatif, Persamaan perlakuan/tidak

diskriminatif; Keterbukaan; Akuntabilitas; Fasilitas dan perlakuan khusus bagi
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kelompok rentan; Ketepatan waktu; dan Kecepatan, kemudahan, dan

keterjangkauan.

. Prosedur Pelayanan Prosedur pelayanan merupakan tata cara pelayanan harus

kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari

negara yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah (Rini Larono 2020).

. Produk Pelayanan Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan

yang telah ditetapkan. Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan
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ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap

spesifikasi jenis pelayanan (Rini Larono 2020).

. Sarana dan Prasarana Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai



https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Kesatuan_Republik_Indonesia
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BAB 111

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

sedang dite ) - 11). Peneliti i jelaskan fenomena yang
ada dilihat seea S a ya elayanan Dokumen
Kartu Tanda Pendu 1B epe i De ﬂ an Sipil Kabupaten

Rokan Hilir.

dimaksud untuk eksplorasi dan kla engenai suatu fenomena atau kenyataan
(Moleong 2019: 120). Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan dan
menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti. Studi deskriptif harus lengkap, tanpa
banyak detail yang tidak penting dengan menunjukkan apa yang penting atau tidak

(Moleong 2017: 112).

52



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

53

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan Pelayanan Dokumen Kartu Tanda Penduduk

Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir ini akan

B

dilakukan di Di

3.3 Jeni

*::;\'i‘ »

Untuk men
berhubunga
Kependudu

Data

«wALRALREY

=

A~
s
=
(0]
8
2
o
oo
g
=
‘é-‘
[¢]
=
=
)
=
o
=
=i
o
oo
=
oL
[¢]
=
B
=

peraturan-peraturan tertentu serta gambar atau foto yang dapat mendukung peneliti
memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Adapun sumber data tersebut antara lain:
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Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari respon. Dalam penelitian ini
data diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara hasil pertemuan face to

face (tatap muka);

’

o Kt

-::
»
4

ALY
%\‘

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir,
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Seksi Identitas

Penduduk.
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2. Informan Utama (main informan) merupakan mereka yang terlibat langsung
dalam interaksi sosial yang diteliti, yaitu: Masyarakat yang sedang mengurus

pembuatan Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Jumlah

Informan Utama

1. | Masyarakat yang sedang mengurus pembuatan 3
Kartu Tanda Penduduk
Total Keseluruhan Informan 13

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2021
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3.5 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam

penelitian. Menurut Sugiono (Sugiyono 2012: 19) pengumpul data dapat dilakukan

S

dalam berbagai se erdasarkan sumber data,

’v‘f‘-
9
dat

nber sekunder.

Sedangks dapat dilakukan

dengan c

\ \ &L A

ntuk memperoleh

, dan individual.

S 2 BN
2
5

a . .‘-‘ > : ~

£
-
g %
= 5

o
& 5
a9 g
= =

yaitu dengan melihat objek secara langsung atau pengumpulan data dan
informasi yang dibutuhkan akan objek yang akan diteliti. D1 sini peneliti terjun
langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang valid. Penelitian
melalukan observasi di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Rokan Hilir.



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

57

3. Dokumentasi berupa hasil observasi peneliti dengan lokasi penelitian dan

informan peneliti.

analisis data ya

\ 3
=
=.

-t
@
:

data ini dilak

(ab)

e

meninggalkan

N, )
<
=i
a
S,
)
=5
w
(5]
[
=
«
)
=
(0]

menggunakan

Kaitannya dengan penelitian ini, adanya kebiasaan data dari pengamatan
(observasi) dengan hasil wawancara dan isi suatu dokumennya yang berkaitan
sehingga dengan langkah tersebut penyusunan data yang dilakukan dapat diupayakan

untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
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Perpustakaan Universitas Islam Riau
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3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3. 2
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Jadwal Kegiatan Penelitian, Pelayanan Dokumen Kartu Tanda Penduduk Di

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir

No

1

2

3

4

5

6

7

8
Pengesaha
Tesis

9 | Pengadaan
dan
Penyerahan
Tesis

Bulan dan Min

han Peneliti
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

Dokumen Kartu Tanda Penduduk Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Rokan Hilir yang diikut sertakan peneliti sebanyak 3 (Tiga) orang di Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir dan 3 masyarakat.

60
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4.1.2 Sejarah Ringkas

Rokan Hilir dibentuk dari tiga kenegerian, yaitu negeri Kubu, Bangko dan

Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang

4.1.3 Geografis
Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu kabupaten dari 12
Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor

53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
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Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan
Singingi, dan Kota Batam, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

13 Tahun 2000, tentang perubahan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, dengan

n Selat Malaka

s dan Kabupaten

dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
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Tabel 4.1
Luas & Persentase Wilayah Kecamatan Kabupaten Rokan Hilir

Tanah Putih Sedinginan 1 21,56

Pujud 8 8,48

Tanah 2,23

au Kopar 2,60

T: eda r 2,61

B 3 4,01

Sim 5,02

Bagan 3,14

B 3, 2,40

4,34

Pasir Panipahan 6 7,54

Kubu "‘; ) ) 7,61

Ba Bagan $=% 535

s | 3,78

Batu ; 3,20

Pe 465,3 5,24

Rimba M 2,65

Bangko P 8,25

Rokan 100

Sumber: Data P /L un 2022

Kabupaten Ro i ten Rokan Hilir terletak pada
posisi 1°14” - 2°30’ Lintan — 101°21° Bujur Timur. Kabupaten

Rokan Hilir terletak di pesisir timur Pulau Sumatera yang berhadapan dengan selat
melaka. Posisi ini menjadi strategis dalam perdagangan lintas batas antara Indonesia
dan Malaysia, karena Kabupaten Rokan Hilir memliki banyak pelabuhan-pelabuhan

rakyat, seperti Pelabuhan Bagansiapiapi, Pulau Halang, Sinaboi, Panipahan dan
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Tanjung Lumba-lumba. Pelabuhan-pelabuhan ini pada umumnya memiliki tujuan ke
Malaysia dengan orientasi utama pelayanan adalah Port Klang, yang terletak di negara

bagian Selangor. Pada wilayah daratan, Kabupaten Rokan Hilir berada di wilayah timur

arkan Kabupaten

berhadapan langsung deng: lat Melaka, '_ si-secara langsung pada
kebijakan pe

serta kedaula : atue csi emungkinan adanya

daerah.
4.1.4 Ekonomi
Struktur perekonomian di Kabupaten Rokan Hilir pada minyak dan gas

didominasi oleh pertambangan, pengangkutan, perdagangan, industri pengolahan dan
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jasa. Sedangkan struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hilir tanpa minyak dan gas
didominasi oleh sektor pertanian.perdagangan.dan industri pengolahan.

Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir masih banyak yang belum memiliki

pasyarakat yang miskin

‘ ‘ ‘m!“‘ .Q‘ perusahaan di

pekerjaan yang

yang ada di Ka : -denga I \raps ¢ sa menambah jumlah
lapangan kerja“sehingge 5 catkan masyarakat Kabupaten

Rokan Hilir
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Tabel 4. 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelamin Per Kecamatan
NO KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
n % n % (L+P) %
1 |KUBU 13.710] 2,11 12.857| 1,98 26.567 4,09
2 |BANGKO 40.938| 6,31 39.100{ 6,02 80.038 12,33
3 |TANAH PUTIH 36.238| 5,58 34.600| 5,33 70.838 10,92
4 [RIMBA MELINTANG 19.827] 3,06 18.878| 2,91 38.705 5,96
5 |BAGANSINEMBAH 33.978] 5,24 33211 512 67.189 10,35
6 |PASIR LIMAU KAPAS 19.281 2,97 17.951| 2,77 37.232 5,74
7 |SINABOI 10.414| = 1,60 9.613| 1,48 20.027 3,09
8 |PuIUD 17385 |.2,68 16.687| 2,57 34.072 5,25
9 |TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN PR —) 7448 1,15 15.205 2,34
10 |BANGKO PUSAKO 32.472| 5,00 30.808| 4,75 63.280 9,75
11 [SIMPANG KANAN 12.917] 1,99 12.168| 1,87 25.085 3,87
12 [BATU HAMPAR 5001 0,77 4687 0,72 9.638 1,49
13 |RANTAU KOPAR 3.421 0,53 3.316| 0,51 6.737 1,04
14 |PEKAITAN 8641 1,33 7.927| 1,22 16.568 2,55
15 [KUBU BABUSSALAM 12.597] 1,94 11.935] 1,84 24.532 3,78
16 [TANJUNG MEDAN 19.179| 2,9 17.887| 2,76 37.066 5,71
17 |BAGAN SINEMBAH RAYA 10.682| 1,65 10.270| 1,58 20.952 3,23
18 |BALAI JAYA 28.428| 4,38 26.780| 4,13 55.208 8,51
32.866 [ 5129 | AW 648989

Sumber : Dinas Kependudukan dan P ncatatan Sipil Kota Rokan Hilir
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase tertinggi persebaran penduduk
ada di kecamatan Bangko yatir-80.038 jiwa (12:33%), sementara persentase terendah

terdapat di Kecamatan Rantau Kopar yaitu 6.737 jiwa (1,04%).

4.1.6 Kepadatan Penduduk

Jika dilihat per kecamatan, maka Kecamatan Balai Jaya merupakan Kecamatan
terpadat dengan jumlah penduduk 259,07 jiwa/km? diikuti Kecamatan Bagan
Sinembah yaitu 188,84 jiwa/km?. Sedangkan Kecamatan Rantau Kopar merupakan
Kecamatan yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya yaitu 29,15 jiwa/km?.

Gambaran lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 4. 3
Jumlah Kepadatan Penduduk

NO KECAMATAN Jumlah Penduduk I:uas Kepadatan

n % Wilayah | Penduduk
1 |KUBU 26.567 4,09 385,36 68,94
2 |BANGKO 80.038 12,33 475,26 168,41
3 [TANAH.PUTIH 70.838 10,92 1.915,23 36,99
4 [(RIMBA MELINTANG 38.705 5,96 235,48 164,37
5 |[BAGANSINEMBAH 67.189 10,35 355,8 188,84
6 |PASIR LIMAU KAPAS 37.232 5,74 669,63 55,60
7 |SINABOI 20.027 3,09 335,48 59,70
8 |PUJUD 34.072 5,25 753,45 45,22
9 |TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 15.205 2,34 198,39 76,64
10 |IBANGKO PUSAKO 63.280 9,75 732,52 86,39
11 [SIMPANG KANAN 25.085 3,87 445,55 56,30
12 |BATU HAMPAR 9.688 1,49 284,31 34,08
13 [RANTAU KOPAR 6.737 1,04 231,13 29,15
14 [PEKAITAN 16.568 2,55 465,3 35,61
15 |KUBU BABUSSALAM 24.532 3,78 675,7 36,31
16 [TANJUNG MEDAN 37.066 S 231,45 160,15
17 |BAGAN SINEMBAH RAYA 20.952 3,23 278,45 75,25
18 [BALAIJAYA 55.208 8,51 213,1 259,07
lumlahie L L BUEREERN 00100° J's.881,59| 90,94

Sumber : Dinas Kependudukan dail Pencatatan Sipil Kota Rokan Hilir

4.1.7 Angka Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk berguna untuk mengetahui tingkat perkembangan

jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi

penduduk, dimana pertumbuhan penduduk itu terjadi setiap saat. Pertumbuhan

penduduk tidak terkendali akan menimbulkan hambatan-hambatan yang dapat

merugikan pembangunan. Oleh karena itu antisipasi terhadap dampak negatif

perkembangan jumlah penduduk dapat direncanakan dengan baik.



68

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel sebagai

berikut :

Angka Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Rokan Hilir

Tabel 4. 4

Pertumbuhan

NO Penduduk
1 (KUBU 25.846 4,02 26.567 4,09 721
2 |BANGKO 79.437 12,37 80.038 12,33 601
3 |TANAH PUTIH 69.303 10,79 70.838 10,92 1.535
4 |RIMBA MELINTANG 38.710 6,03 38.705 5,96 -5
5 [BAGANSINEMBAH 66.613 10,37 67.189 10,35 576
6 |PASIR LIMAU KAPAS 36.860 5,74 37.232 5,74 372
7 |SINABOI 19.304 3,00 20.027 3,09 723
8 |PUJUD 33.321 5,19 34.072 5,25 751
9 |[TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 15.048 2,34 15.205 2,34 157
10 [BANGKO PUSAKO 63.012 9,81 63.280 9,75 268
11 [SIMPANG KANAN 25.083 3,90 25.085 3,87 2
12 |BATU HAMPAR 9.605 1,50 9.688 1,49 83
13 |RANTAU KOPAR 6.733 1,05 6.737 1,04 4
14 |PEKAITAN 16.104 2,51 16.568 2,55 464
15 |KUBU BABUSSALAM 23.957 3,73 24.532 3,78 575
16 [TANJUNG MEDAN 36.720 5,72 37.066 571 346
17 [BAGAN SINEMBAH RAYA 20.680 3,22 20.952 3,23 272
18 |BALAI JAYA 56.071 8,73 55.208 8,51 -863

Wtin T T se2a0m [ Tado” TR 751 6.582

sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir

Dari tabel di atas dilihat bahwa angka pertambahan penduduk Kabupaten

Rokan Hilir selama kurun waktu setahun adalah 6.582 jiwa.

4.1.8 Komposisi Penduduk:Menurut Kelempok Umur dan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin merupakan

salah satu aspek penting khususnya dalam analisis kependudukan dan untuk

perencanaan pembangunan, misalnya potensi pertumbuhan penduduk diperkirakan

melalui pengamatan dari komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin,

perencanaan penyediaan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan kebutuhan-
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kebutuhan dasar penduduk lainnya yang sesuai dengan kebutuhan kelompok umur
masing-masing. Selain itu komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin bukan
hanya merupakan pencerminan proses demografi masa lalu, tetapi sekaligus proyeksi
perkembangan penduduk pada:masa yang akan datang yang, terjadi akibat kelahiran,
kematian dan perpindahan penduduk.

Proporsi penduduk menunit kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten
Rokan Hilir tahun 202 1 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

o JUMLAH
T %

1 0- 4Tahun 19.688 3,03] 18520 2,85 38.208] 5,89
2 5- 9 Tahun 35.299 5,44 32.85 5,06 68.155| 10,50
3 10-14Tahun 37.648 5,80 35.400 WS 73.088 11,26
4 15- 19Tahun 33.766 5,20 31.898 4,92 65.664] 10,12
5 20- 24Tahun 30.556 4,71 28.860 4,45 59.416] 9,16
6 25-29Tahun 27.560 4,25] 26219 4,04 53.779] 8,29
7 30- 34Tahun 24.609 3,79 25.037 3,86 49.646] 7,65
8 35- 39 Tahun 26.674 3,4/ 26390 4,07 53.064] 8,18
9 40-44Tahun 28,373 376 23329 3,59 47702 7,35
10 45-49 Tahun 20,651 3,18] 19.867 3,06 40518] 6,24
11 50-54Tahun 17.286 2,66] _15.685 2,42 32.971] 5,08
1 55 - 59 Tahun 12.948 2,00 12352 1,90 25.300] 3,9
13 60 - 64 Tahun 9.843 152 8835 1,36 18678 2,88
14 65- 69 Tahun 5.923 091 534 0,82 11.247] 1,73
15 70- 74 Tahun 3.012 046 2810 0,43 5822 0,90
16 >= 75 Tahun 3.030 0,47} 2741 0,42 5771 0,89

Jumlah 16.123] 48,71 648.989 [T

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir

Dari tabel di atas tampak bahwa persentase terbesar penduduk Kabupaten
Rokan Hilir pada tahun 2021 adalah usia remaja (10-14 tahun) yaitu sebesar 11,26%.
Persentase terbesar berikutnya juga berada pada usia remaja (5-9 tahun) sebesar

10,50%, kemudian yang terbesar ketiga berada pada anak-anak (15-19 tahun) yaitu



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

I disay yejepe 1ul udwnyo(g

70

sebesar 10,12%. Kelompok umur yang paling sedikit adalah umur >=75 tahun dengan
persentase sebesar 0,89%.
4.1.9 Jumlah Penduduk Menurut Agama

Informasig E an untuk perencanaan

pemba 1 a di Kabupaten

Rokan gﬂlﬁﬁkmu

1 [Islam 569.044 87,68
2 |Kristen p. ey 4, 59.527| 9,17
3 |Katholik = 04 5 , 5.246 0,81
4 |Hindu - #3 0,00 771 001
5 [Budha ¥ 1,16 i, 14.856| 2,29
6 |Konghuchu Al ] = , 139] 0,02
7 |Kepercayaa 100 0,02
Sumber : Di uduk: okan Hilir

TS

Dari ta bupaten Rokan Hilir

beragama Islam 4] ara itu penduduk yang
PRl

beragama Kristen se udha sebanyak 14.856 jiwa

(2.29%). Dan penduduk ama Hi ngan jumlah paling sedikit yang

tinggal di Kabupaten Rokan Hilir yaitu sebanyak 77 jiwa (0.01%).
4.1.10 Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu indikator yang dapat dipergunakan untuk melihat
perkembangan tingkat kecerdasan masyarakat. Semakin tinggi nilai indikator maka

semakin tinggi pula mutu sumber daya manusia di suatu daerah.
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Untuk mengukur kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam suatu wilayah

salah satunya melalui tingkat pendidikan yang diselesaikan oleh penduduknya.

Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin baik kualitas SDM diwilayah tersebut.

Tamat sekolah

pendidi

baik da

dari indik

Ju

BELUM S

TIDAK TAMAT

TAMATS

SLTP

SLTA

DIPLOMA |

DIPLOMA 1|

STRATAI

Ol |IN|oann]|[wWIN |-

STRATAII

10

Sumber : Dinas K

STRATA III

ai

eorang dalam jenjang

jar atau ijazah

\;\ﬁtwﬁﬂmwﬁﬁ erupakan salah satu
e ik

uh.
t endidikan
300 48| 89.542| 15,48
45657 60f 7,44 88.717| 15,34
- | 80557 4,50| 164.456| 28,43
52, 8,26] 100.769| 17,42
;| 8,94 114.514| 19,80
| 13 22| 030 2486 0,43
1, \ : 064 53200 092
1,15|  12.246] 2,12
0 0,02 343| 0,06
5 0,00 27| 0,005
aten Rokan Hilir
1si penduduk Kabupaten Rokan Hilir

Dari tabel terlihat bah

berdasarkan tingkat pendidikan formalnya sampai dengan Tahun 2021, persentase

tertinggi adalah penduduk yang tamat SD/sederajat yaitu sebesar 28,43% sebanyak

164.456 jiwa. Berikutnya adalah penduduk SLTA sebesar 19,80% dengan jumlah
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penduduk 114.514 jiwa. Persentase terendah terdapat pada tingkat pendidikan Strata
III sebanyak 27 jiwa (0,005%).

4.1.11 Perekaman dan Kepemilikan KTP elektronik

Tabel 4.8
Persentase Perekaman KTP El

Persentase
No Kepemilikan
KTP

1 (KUBU 16.301 4,02 17.874 4,05 91,20
2 |BANGKO 52.641 12,99 55.495 12,58 94,86
3 |TANAH PUTIH 44.221 10,91 47.970 10,87 92,18
4 |RIMBA MELINTANG 24.555 6,06 26.313 5,96 93,32
5 |BAGANSINEMBAH 42.395 10,46 46.603 10,56 90,97
6 |PASIR LIMAU KAPAS 22.454 5,54 25.281 5,73 88,82
7 |SINABOI 11.732 2,89 13.086 2,97 89,65
8 |PUJUD 20.571 5,08 22.699 5,15 90,63
9 |TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 9.361 2,31 10.122 2,29 92,48
10 |BANGKO PUSAKO 39.293 9,69 42.536 9,64 92,38
11 |SIMPANG KANAN 15182¢ 3,90 17.395 3,94 90,99
12 |BATU HAMPAR 6.156 1,52 6.541 1,48 94,11
13 |RANTAU KOPAR 4.277 1,06 4.661 1,06 91,76
14 |PEKAITAN 10.188 51 11.144 2,53 91,42
15 |KUBU BABUSSALAM 15.329 3,78 16.736 3,79 91,59
16 | TANJUNG MEDAN 22.593 5’52 24.904 5,65 90,72
17 |BAGAN SINEMBAH RAYA 131194 3,26 14.310 3,24 92,20
18 |BALAI JAYA 34.228 8,44 37.487 8,50 91,31
umlah™ T [a0s3s6[  00[ amaasz[ 100 91,88

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabtn Rokan Hilir

Kartu Tanda Penduduk merupakan salah satu identitas resmi penduduk dan
bukti diri yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berlaku di seluruh wilayah NKRI.
KTP wajib dimiliki oleh penduduk yang berumur 17 tahun ke atas atau yang sudah
menikah. Sebagai dasar hokum kepemilikan KTP adalah Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Taun 2006 tentang
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Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu

Penduduk berbasis NIK secara nasional (KTP-el).

Tabel 4.9
Persentase Kepemilikan KTP El

Persentase
No Kepemilikan
KTP

1 |KUBU 15.926 4,70 17.874 4,05 89,10
2 |BANGKO 52.024 15,36 55.495 12,58 93,75
3 |TANAH PUTIH 43.521 12,85 47.970 10,87 90,73
4 |RIMBA MELINTANG 24.050 7,10 26.313 5,96 91,40
5 |BAGANSINEMBAH 42.004 12,40 46.603 10,56 90,13
6 |PASIR LIMAU KAPAS 22.255 6,57 25.281 5,73 88,03
7 |SINABOI i18312 3,34 13.086 2,97 86,44
8 [PUJUD 20.232 5,97 22.699 5,15 89,13
9 [TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 9.108 2,69 10.122 2,29 89,98
10 |BANGKO PUSAKO 38.493 11,36 42.536 9,64 90,50
11 |SIMPANG KANAN 15,738 4,64 17.395 3,94 90,43
12 |BATU HAMPAR 5.939 1,75 6.541 1,48 90,80
13 |RANTAU KOPAR 4.207 1,24 4.661 1,06 90,26
14 [PEKAITAN 9.95% 2,94 11.144 2,53 89,35
15 |KUBU BABUSSALAM 9.924 2,93 16.736 3,79 59,30
16 |TANJUNG MEDAN 5.085 1,50 24.904 5,65 20,42
17 |BAGAN SINEMBAH RAYA 2.716 0,80 14.310 3,24 18,98
18 |BALAI JAYA 6.306 1,86 37.487 8,50 16,82

Jumiahll 338.790) 441157 100 76,80

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Rokan Hilir
4.1.12 Sarana dan Prasana Disdukcapil Kabupaten Rokan Hilir

Tabel 4.10
Data Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hilir

No Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah Keterangan

1 | Sepeda Motor 23 APBD

2 Meja Kerja 4 APBD & Bantuan
3 | Filing Kabinet 3 APBD

4 Kursi Tamu 4 APBD

5 | Kursi Kerja 126 APBD
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Kursi 3 APBD
Komputer 10 APBD
AC Split 15 APBD
Printer 102 APBD
Lemari 3 APBD
Stabilizier 4 APBD
Dispenser APBD
Recei APBD
APBD
k APBD
€ APBD
Te APBD
Ka Dana Kegiatan
LC Dana Kegiatan
Printer Dana Kegiatan
Speaker Dana Kegiatan
Mej I r Dana Kegiatan
Kursi Sofa Y — Dana Kegiatan
Kalk = B Dana Kegiatan
Lem - Dana Kegiatan
Mesi an able (11 Dana Rutin
Note Boo —re ML Dana Rutin
Meja e iN Dana Rutin
Lema Dana Rutin
Lema Dana Rutin
Intern Dana Rutin
Kursi Kerja APBDP
Almari 3 APBD
Filling Be APBD
Station W APBD
Mainframe 1 APBD
Scanner 21 APBD
Unit Power Suppl 24 APBD
Camera Film 1 APBD
AC (Air Conditioner) 14 APBD
Rak Besi 1 APBD
Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio 1 APBD
Mesin Jilid 1 APBD
Soll Stabilizer 2 APBD
Server 2 APBD
Almari 1 APBD
P.C. Unit 22 APBD
Meja Rapat 1 APBD
Portable Generating Set 1 APBD
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50 | Bicro Bus(Penumpang 15 - 30 orang) 3 APBD
51 | Gordein/Teralis 2 APBD
52 | Generator 14 APBD
53 | Kursi Kerja Pejabat Eselon 111 20 APBD
54 | Kursi Kerja Stanlis 381 APBD
55 | Meja Komputer 70 APBD
56 | Meja Kerja | APBD
57 | Kursi awai No APBD
58 APBD
59 a APBD
60 | Si u APBD
61 | Fi APBD
62 | Iris APBD
63 | Car APBD
64 | USB Hu APBD
65 | kam APBD
66 | Pap I APBD
67 | Ken )" APBD
68 | Aplikasi ari dan ngan APBD
69 | HD- ' 3 era APBD
70 | Power Supply B 1 1 APBD
71 | Runn S 7 - o APBD
72 | Meja t APBD
73 | Kursi ' 11 APBD
74 | Almari Ar APBD
75 | Printe APBN
76 | PCALL APBD
77 | Alat-ala 3 APBD
78 | Komput APBD
79 | Server wa s APBD
80 | Kursi Tung 9 APBD
81 | Kursi Rapat 1 APBD
82 | Lemari Besi/ Met 14 APBD
83 | Kelengkapan Kompu 1 APBD
84 | Hardisk Internal 6 APBD
85 | Meja Kerja Eselon 11 1 APBD
86 | Laptop 5 APBD
87 | Lemari Arsip dan Filling Cabinet 12 APBD

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Rokan Hilir 2021
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4.1.13 Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 46 Tahun 2016 tentang,

a. Seksi Sistem Informasi Ad pendudukan;

b. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data;
c. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Komunikasi dan
Informasi.
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari :
a. Seksi Kerjasama;

b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
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c. Seksi Inovasi Pelayanan.
7. UPT; dan

8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Tugas dan Fur ganisasi Dinas Kepend n.dan Pencatatan Sipil

. membina pelaksanaan progra

f. melaksanakan pembinaan terhadap kedisiplinan Pegawai dalam lingkup Dinas;
g. melakukan upaya pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai
dalam lingkup Dinas;

h. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait:
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i. menyelenggarakan urusan penatausahaan Dinas;

J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang

tugasnya.

2. Sekretariat

2 dan barang milik

iy disay yejepe il udwnyo(]

0@‘

Melaksanakan tugas I ; kepala dinas sesuai dengan bidang

nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

tugasnya.
4. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di

bidang pelayanan pendaftaran penduduk. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
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dimaksud pada Kepala Bidang Palayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai
fungsi:

a. Menyusun perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

bimbingan teknis;

m. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada kepala dinas mengenai
langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang
tugasnya;

n. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
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0. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karir.

p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

layanan pencatatan

. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada kepala dinas mengenai
langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang
tugasnya;

i. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
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J. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam
pengembangan Kkarier;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang

pelaksanaa : ; : ecakapan, dan teknik-
teknik yang tida 0 1 _:' : -. er sud terhadap usaha
sejumlah orang inistrasi publik - - ‘ >mahami hubungan
pemerintah deng yubli D kebijakan terhadap

berbagai ke : 1 ya melembag tik manajerial agar

(Anggara, 2016: 10).
1. Dari sudut proses, administrasi merupakan keseluruhan proses pemikiran,
pengaturan, penentuan tujuan hingga pelaksanaan kerja sehingga tujuan yang

dimaksudkan tercapai.
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2. Dari sudut fungsi, administrasi merupakan keseluruhan aktivitas yang secara

sadar dilakukan oleh setiap orang atau sekelompok orang yang berfungsi

sebagai administrator atau pemimpin. Dalam kegiatan tersebut terdapat

Berbicara tentang pelayanan publik tentu tidak lepas dari pemerintah selaku
yang memberi pelayanan. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Agung Kurniawan
(dalam Harbani Pasolong 2013: 128) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah

pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang
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mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara
yang telah ditetapkan.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi

berkaitan deng alitas serta mempe pe an ekonomi dan dasar
lainnya : mis ; an, menguru : gurus perkawinan,

pendidikan, pekerja an S /é menyajikan jumlah dan

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el).
Menurut peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal, 1

poin 14 bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el,



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

84

adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi
penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Dan berdasarkan data yang penulis dapatkan pada tahun 2020, Dinas

Kependudukan Pe : il Kabupaten Re : 43.718 target orang wajib

Data tersebut

‘e

Pencatatan Sipil
nasih terdapat 2%
lagi yang be kan Hilir belum
memiliki K

Hal 2017: 134) yang

pencapaian tujuan

e S UL Y

suatu unit organisasi.

Dan untuk melihat lebih jauh mengenai apa yang menjadi permasalahan di
Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Rohil sehingga belum mencapai
target orang wajib KTP, penulis melakukan Observasi pada 14 maret 2021, dan

ditemukan beberapa hal sebagai berikut :



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

85

. Keterbatasan Blanko KTP, sehingga pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan

Pencatatan Sipil Kabupaten Rohil belum efektif dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat karena belum mencapai target orang wajib KTP dengan masih

operasional pelayanan (SOP), terutama yang berkaitan dengan ketersediaan
prosedur pelayanan secara terbuka, bagaimana pelaksanaannya, dilaksanakan secara
konsisten atau tidak, dan bagaimana tingkat kemudahan dalam mendukung

kelancaran pelayanan (Riofita 2018: 34).
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2. Waktu Penyelesaian Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan
permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Waktu

pelayanan yang baik adalah waktu pelayanan pelaksanaan pelayanan publik dapat

yang tel apka ANa rima sesuai dengan

ketentuan yai 1 ditetapka pelayanan i upakan hasil dari setiap

kompetensi harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian,
keterampilan, sikap, dan perilaku yang dimiliki oleh petugas yang memberikan
pelayanan. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh
pelaksana meliputi pengetahuan , keahlian, keterampilan, dan pengalaman (Rini

Larono 2020: 23).
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Berikut hasil penelitian dari hasil wawancara peneliti kepada responden pada

penelitian tentang “Pelayanan Dokumen Kartu Tanda Penduduk Di Dinas

Kependudukan D



Gambar 4. 1
Prosedur Pelayanan Perekaman E-KTP Kabupaten Rokan Hilir
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Peneliti melakukan wawancara dengan informan Kepala Dinas Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir wawancara sebagai

berikut:

“Kami di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Rokan Hilir tentu memiliki aturan-aturan terkait pelayanan, para

Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur : Ket
= Sekretaris / Kepala Seksi | Staf / Pelaksana
Kepala Dinas kepala Bidang KTP Oprator Camat Lurah /Penghulu Pemohon Kelengkapan Waktu Output
Pemohon membawa , menyerahkan berkas ke kelurah / ke
1 dan hon mengisi dan i formulir m Membawa berkas 10 Menit Membawa berkas]
B h Kartu Tanda (F-1.21) dengan membawa foto permohonan KTP permohonan KTP'

copy Kartu Keluarga (KK)

- Petugas Kepenghuluan mencatat dalam buku peristiwa

kependudukan dan penting, Petugas melakukan Ferivikasi dan Valiasi, l

kelegkapan data penduduk Formulir

2. . Mebaya beikas 15Menit | Permohonan KTP

- Lurah / Penghulu mendatangani formulir permohonat (F-1.21)

Penduduk (F-1.21) untuk dilaporkan kepada Camaj

proses penerbitan Kartu Tanda Penduduk

- Petugas melakukan Verifikasi dan Validasi kelengkap N

Periohan Pengantar dari

3 30 Menit Kecamatan (F-

- Camat formulir Kartu 1.21)
H Penduduk (KTP - el) (F-1.21)

- Petugas Di dan Sipil melaky

Perekaman data berdasarkan Fotocopy KK Pemohon Kartu tanda

Pengantar dari
4 - a— Penduduk

- Setelah biodata Pemohon sudah masuk Server Direktorat elektronik (KTP-
oh kan dilakuk KTP -El dan me EL)

pencetakan KTP elektronik kedalam buku Harian Kependudi

-
= o

- Mutu Baku

—

- Uraian Prosedur Ket
= o Kelengkapan Waktu Output
1]

emohon membawa , menyerahkan berkas ke kelurah / ke
nghuluan dan Pemohon mengisi dan menandatangani fori Membawa berkas 10 Menit Membawa berkas}
m rmohonan Kartu Tanda Penduduk (F-1.21) dengan memba permohonan KTP permohonan KTP
py Kartu Keluarga (KK)
- o

_Ee(ugas Kepenghuluan mencatat dalam buku peristiwa
¥ ] stkependudukan dan penting, Petugas melakukan Ferivikasi dan
_ ™ .| kelegkapan data penduduk Formulir

2 i[ Membairsbarkas 15 Menit Permohonan KTP
= | 5% urah/ penghulu formulir permohonan KTP (F1.21)
m (F-1.21) untuk kepada Camat sebagai dasar

afproses penerbitan Kartu Tanda Penduduk
o wef Petugas melakukan Verifikasi dan Validasi kelengkapan data 5 ,

Hbemonon Formulir Permohonan i rgitardar
- 3 30 Menit Kecamatan (F-

—}-gamat menandatangani formulir permohonan Kartu Tanda KP (F-1.21) 1.21)

] enduduk (KTP - el) (F-1.21)

r H Petugas Dinas dan Sipil

m- grekaman data berdasarkan Fotocopy KK Pemohon —— Kartu tanda

Kecamatan (F- 14 Hari Fenduduk
- Setelah biodata Pemohon sudah masuk Server Direktorat Jenderal 121) elektronik (KTP-
L akan dilakukan KTP - El dan mencatat hasil E

pencetakan KTP elektronik kedalam buku Harian Kependudukan

E
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pegawai juga kalau saya lihat sudah menjalankan prosedur pelayanan
sebagaimana mestinya, namun karena rokan hilir ini sangat luas ya
jadi kalua untuk perekaman E-KTP memang belum dapat dilakukan
secara maksimal, apalagi kondisi geografis daerah-daerah yang jauh
dari pusat kantor Dinas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

idang Palayanan

Kabupaten Rokan

Wawancara di atas me akna bahwa kesulitan utama dalam
pelayanan pembuatan E-KTP adalah keterbatasan anggaran, fasilitas dan kondisi
daerah yang beragam, hal tersebut menjadi kendala dalam proses perekaman E-KTP.

Kemudian Peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Identitas

Penduduk Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir :
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“Berdasarkan kedaan saat ini memang akan sulit kalua harus 100%
masyarakat di rokan hilir memiliki E-KTP, selain keterbatasan
anggaran dan fasilitas, kami juga terhambat dengan kondisi geografis
Rokan Hilir yang jaraknya sangat jauh serta akses jalan yang buruk,
hal tersebut sampai sekarang masih menjadi permasalahan kenapa

@? arena biasa

u dalam hal

aaN A

-

Wawancara di atas me ma bahwa prosedural pelayanan yang
dilakukan pegawai belum memuaskan dilihat dari pelayanan yang membedakan atara
masyarakat pegawai mendahulukan pelayanan bagi masyarakat yang memiliki

kedekatan atau yang memiliki hubungan kekeluargaan.
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Wawancara selanjutnya dengan masyarakat yang berasal dari Tanjung medan
sebagai berikut:

Saya merasa sulit untuk melakukan pelayanan E-KTP karena jarak yang

nenem goa 2 jam untuk

n‘fi"‘ Uap%

an # di kabupaten
er 2021).

anggapan masyarakat yang me danya prosedur yang berbelit-belit dan
pegawai yang membedakan pelayanan dalam hal karena memiliki hubungan keluarga

atau kekerabatan dengan begitu masyarakat yang dilayani merasa pelayanan kurang

baik.
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Standar pelayanan publik dimaknai sebagai suatu ukuran yang telah ditentukan
oleh penyelenggara atau penyedia pelayanan publik sehingga nantinya wajib ditaati

oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Standar pelayanan publik, sekurang-

MR AR AN AES

x
R N
- -

dan bagaima

2018: 34).

yang singkat yaitu dapat dilakukan dalam beberapa jam bila dalam kondisi normal, bisa
menggunakan waktu satu hari bila kegiatan pelayanan tidak tepat waktu sesuai jam
kerja yang dilakukan oleh pegawai dan pemohon, dan bisa sampai berhari-hari atau

berminggu-minggu bila blangko E-KTP tidak tersedia.
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Waktu Penyelesaian Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan
permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Waktu

pelayanan yang baik adalah waktu pelayanan pelaksanaan pelayanan publik dapat

dina w va membuat

p vijakan, soal
velayanan salah
b dii lankan sesuai

membuat kebijakan dan mengawasi kebijakan terkait waktu pelayanan, sedangkan
yang menjalankan adalah pegawainya salah satunya dalam waktu pelayanan

pembuatan KTP.
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Peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan

Hilir :

orang yang mengurus Sep i 1 hari juga sudah selesai dan
terkadang kendalanya karena pegawai yang bertanggung jawab dalam
pembuatan e- KTP tidak berada dikantor dan tidak tersedianya blangko
dalam pembuatan e- KTP”. (Wawancara dengan Kepala Seksi Identitas
Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan
Hilir 10 Oktober 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam hal

ketepatan waktu bisa dipastikan kapan selesainya. Namun yang biasa menjadi kendala
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yang memungkinkan KTP tidak selesai dalam satu hari yaitu dengan alasan pegawai

yang menangani pelayanan e-KTP tidak berada di kantor dengan alasan pelatihan kerja

atau tidak tersedianya blangko.

w" < menanyakan
nyak hal yang
asyarakat 21

Saya sudah datang untuk yang kedua kali ke Disdukcapil untuk
melakukan pengurusan KTP, akan tetapi tidak juga kunjung selesai.
Akan tetapi Ketika diminta, terkendala akibat belangko, dan sistem
sedang bermasalah, kemudian saya merasa kecewa dan akhirnya
memutuskan untuk datang di hari yang lain. Ada saja kendala dalam
pengurusan ini. Hal ini kadang-kadang bingung mau nyalahin siapa,
karena wurusannya tidak selesai dan merasa agak dipersulit.
(Wawancara dengan masyarakat 21 November 2021).
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam hal
ketepatan waktu Prosedural sudah baik dilihat dari waktu pembuatan e-KTP terbilang

cepat yaitu satu hari namun kadang karena tidak tersedianya blangko dan tidak

jaminan Kkepastian , p_ baik tet ‘-} um memberikan
kepuasan kepad: arakat se : sebut disebabkan
faktor gang , maug : ata kabupaten dengan
data di siste i dapat dijadikan se ::' e ) Jinas Kependudukan
dan Pencata il Ka en an Hilir ur 8 atkan ketepatan waktu

pelayanan

termasuk pengaduan (Riofita 2018 32-

4.2.4 Biaya Pelayanan
Masyarakat sebagai pengguna layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Rokan Hilir tentu ingin mendapatkan pelayanan yang memuaskan.
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Hal tersebut harus didukung dengan komunikasi yang baik antara penerima layanan
dengan member layanan. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Rokan Hilir komunikasi yang terjadi yaitu interaksi antara petugas pelayanan dengan

masyarakat pi agan petugas. Menjalin

) JANSA Yo '@@’
g encatatan Sipil

puasan kepada

alah ongkos yang

dikenakan peroleh pelayanan

dari negara 0 2020: 23).

an-jaminan, seperti

menjabat sebagai kepala'r than menyangkut soal pelayanan
kepada masyarakat pegawai kami selalu terbuka tentang rincian
biaya/tarif yang harus dibayar oleh masyarakat yakni tidak dipungut
biaya atau gratis dan saya selaku pemerintah Disdukcapil Kabupaten
Kabupaten Rokan Hilir juga menghimbau kepada seluruh pegawai
untuk tidak melakukan pungutan biaya apapun kepada masyarakat
untuk menghindari pungli. (Wawancara dengan Kepala Dinas Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir 8 Oktober
2021).
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Berdasarkan wawancara di atas memberikan makna bahwa Disdukcapil

Kabupaten Rokan Hilir telah memberikan informasi secara terbuka tentang biaya atau

tarif dalam pelayanan di mana pelayanan dibuat untuk masyarakat secara gratis atau

“Kalau pembuatan e-KTP sesuai aturan kami ditugasnya untuk tidak
mengenakan biaya apapun kepada masyarakat yang mengurus, karena
kami sebagai pegawai juga takut kalaupun ada yang menawarkan
biaya ataupun bentuk lainnya untuk mempermudah ataupun
mempercepat pengurusan E-KTP”. (Wawancara dengan Kepala Seksi
Identitas Penduduk Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hilir 10 Oktober 2021).
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam pengurusan
e-KTP selama ini gratis tanpa biaya dan pegawai juga dilarang untuk menerima bentuk

apapun gratifikasi untuk mempermudah ataupun mempercepat pelayanan guna

i gar petugas
“ ma kalau

yang diperluka | akan tet: ak yang jauh, akhirnya
masyarakat jugaha . an biaya tersebut sesua gan wawancara di
bawabh ini:

inas dalam
£ Dinas, maka

uang makan,
apalagi kadang-ke 2 ] | (Wawancara

Keluhan senada juga dira nforman yang lain, bahwa dibutuhkan
biaya tambahan untuk kepentingan pribadi dalam mengurus KTP akibat jauhnya lokasi
antara rumah menuju Kantor Dinas.

Saya tidak pernah dipungut biaya oleh Dinas pas mengurus KTP,

hanya saja pengeluaran pribadi yang cukup banyak. Zaman kan dah

canggih, harusnya pemerintah itu dapat lah berpikir bagi kami yang
tinggal nya jauh, berpikir lah untuk masyarakat yang susah untuk
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keluar rumah untuk mengurus urusan administrasi (Wawancara
dengan masyarakat 21 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam pengurusan

e-KTP pernah ada didengar diminta biaya, akanstetapi belum dapat dipastikan

B

biaya apap

diminta biay

\\\\\"%\\it;\

lingkungan fisik dan kualitas ha

Bentuk layanan dari pelayanan KTP sesuai dengan pelayanan publik mampu
memenuhi kebutuhan publik sehingga publik merasa puas dengan hasil yang dilakukan

oleh pegawai. Pelayanan yang diberikan pegawai khususnya dalam pengurusan e-KTP.
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Sebab dari hal ini setiap organisasi akan melakukan strategi untuk perbaikan
pelayanannya.

Produk Pelayanan dari penerapan pelayanan e-KTP dilihat dari kemampuan

pegawai Disd ; en. Roka ‘ . berikan pelayanan yang
‘-d\‘ ? 9 oduk Pelayanan
Hasil pelayane an diteri ang telah ditetapkan.

Hasil pelayana ng diberik suai den etentuan yang telah

spesifikasi jenis

besar dalam

pemberian

' . é esan pertama

bagi pengg j pilar pegawai tidak
menarik ma W tertarik dengan
kualitas peg vduk layanan yang
diberikan dap terhadap pelayanan
vang diberikan, ¢ ¢ nem masih ada kekurangan
dalam hal pelayanan’ LS Wawancara dengan Kepala

Dinas Kependudukan Da
Oktober 2021).

Sipil Kabupaten Rokan Hilir 8

Berdasarkan wawancara di atas memberikan makna bahwa Disdukcapil
Kabupaten Rokan Hilir telah memberikan pelayanan semaksimal mungkin salah

satunya dalam pengurusan e-KTP namun masih ada kekurangan yang disebabkan oleh
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keeterbatasan anggaran dan fasilitas juga sumber daya manusia di kantor Disdukcapil
Kabupaten Rokan Hilir.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan

a W akat yang
1 pegawai
bener bisa
tlah yang

dukan Dan
g@ pan Kepala

A endudukan Dan

adalah masih terdapat kete » kami dalam hal pelayanan, hal
tersebut mau tidak mau memang harus terjadi karena keterbatasan
fasilitas dan pegawai, masyarakat yang mengurus e-KTP sangat
banyak namun pegawai sedikit, hal tersebut yang membuat pelayanan
menjadi lambat dan dikeluhkan masyarakat”. (Wawancara dengan
Kepala Seksi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Rokan Hilir 10 Oktober 2021).
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam pengurusan
e-KTP selama ini telah dilakukan secara maksimal meskipun dengan keterbatasan

fasilitas dan pegawai sehingga masih menjadi masalah dalam pelayanan kepada

*q; nan yang
iknya, karena

orjadi secara
aya bahwa
sakan bahwa

ke kantor Dina
2021).
Informan lain dari masyarakat menyampaikan hal yang sama tentang kesulitan
mendapatkan produk layanan KTP akibat faktor di luar dari masalah di kantor
Disdukcapil. Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara di bawah ini:

Saya merasakan kesulitan mendapatkan layanan KTP, antrian yang
panjang, syarat yang begitu banyak, dan jauh dari rumah untuk
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mengurus E-KTP tersebut. Tapi hal tersebut terbayarkan Ketika saya
mendapatkan kartu tanda penduduk, meskipun harus menunggu lama.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam pengurusan

dilakukan melihat
lisimpulkan bahwa

eterbatasan fasilitas

4.2.6 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana dalam penerapan pelayanan KTP-el menyangkut segala
sesuatu yang berhubungan dengan fasilitas fisik, keadaan pegawai, sarana komunikasi,

ruang kantor yang nyaman, serta akses informasi yang memadai. Sarana dan Prasarana
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Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara
pelayanan publik (Hamzah 2021: 55).

Sarana dan Prasarana merupakan kesan pertama yang dijumpai oleh setiap

berikut:

“Sarana da Prasarana di Disdukcapil Kabupaten Rokan Hilir memang
masih memiliki keterbatasan ya arena memang kami juga terbatas
dalam anggaran sehingga tidak bisa benar-benar maksimal memenuhi
segala kebutuhan fasilitas untuk pelayanan, namun setiap tahun kami
selalu aktif mengevaluasi segala kekurangan kami dengan berupaya
memperbaiki yang kurang-kurang dari fasilitas yang dibutuhkan,
namun memang tidak bisa sekaligus semuanya”. (Wawancara dengan
Kepala Dinas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Rokan Hilir 8 Oktober 2021).
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Berdasarkan wawancara di atas memberikan makna bahwa Kepala Disdukcapil

Kabupaten Rokan Hilir mengakui bahwa masih terdapat kekurangan dari segi fasilitas

ngan terpaksa
kat tersebut

perangk usika % af an menunggu
lama.” ) {e y n Pendaftaran

sudah menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai yang digunakan
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang datang mengurus namun tidak

dapat dipungkiri masih ada kendala yang biasa terjadi dikarenakan alat yang digunakan

dalam perekaman e-KTP mengalami gangguan.
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Kemudian Peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Identitas
Penduduk Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir :

“..alhamdulilah kemarin sudah 2 tahun berturut-turut kami di bantu
banyak modal.saxana khususnya alat ya baiksitu komputer, printer
maupun server. Jadi untuk sarana bisa dibilang lumayan lengkap...
Namun untuk tata ruang di Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir belum maksimal hal ini
dikarenakan kondisi gedung kantor yang sekarang adalah gedung lama
dan juga merupakan gedung bekas sehingga tata ruang yang ada belum
sesuai dengan kebutuhan pelayanan di '‘Dinas. Kependudukan dan
Penecatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir”. (W awancara dengan Kepala
Seksi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hilir 10 Oktober 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa untuk fasilitas alat-
alat pengurusan e-KTP sudah cukup baik namun terkendala gedung ataupun ruang
pelayanan yang masih kurang memadai untuk memberikan pelayanan yang maksimal.

Berikut ini Peneliti melakukan wawancara dengan informan masyarakat dengan
petikan wawancara sebagai berikut:

“Kalau menurut saya faslitasnya kurang memadai seperti fasilitas

ruang tunggu kurangnya tempat duduk yang disediakan jadi kalo

nunggu giliran atau antrian terkadang ada orang yang berdiri atau

tunggu di luar ruangan sehingga sering terjadi penceklokan no antrian

karena biasa orang tidak mendengar namanya di panggil oleh petugas,

kondisi ruangan  yang terbilang panas apalagi pada siang hari

seharusnya disediakan pendingin ruangan seperti AC supaya kita juga

mengurus nyaman tapi kipas ji yang ada”, (Wawancara dengan

masyarakat 11 Oktober 2021).

Wawancara dari masyarakat selajutnya menunjukkan bahwa sarana dan

prasaran sudah ada, akan tetapi belum memadai untuk mengakomodir seluruh

masyarakat yang mengurus KTP. Berikut hasil wawancara tersebut:
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Kondisi ruangan yang disediakan oleh Dinas sudah cukup baik,
hanya saja pada saat pelayanan, kita masih harus berdiri dalam
waktu yang lama, kursi kurang cukup sehingga kita duduk di teras-
teras Kantor Dinas untuk mengurus KTP (Wawancara dengan
masyarakat 21 November 2021).

arana yang kurang

10 U]
$| kantor

tunggu kur: madai mg ak at yang berdiri untuk menunggu
giliran atau antria isi_ruang ilan aarena tidak disediakan

fasilitas AC.

bekerja dengan baik (Riri Gustian . Di sisi lain pelayanan tersebut akan
memberikan ruang yang membuat suasana hati masyarakat yang berurusan dengan
dinas terkait menjadi lebih tenang. Penelitian terdahulu juga memperkuat bahwa faktor

prasarana sangat penting untuk mendukung kualitas pelayanan publik (Kriswibowo

and Widiyarta 2020: 1).
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Berdasarkan Wawancara dan Observasi peneliti yang dilakukan melihat
kualitas pelayanan mengenai Indikator Sarana dan Prasarana, dapat disimpulkan bahwa

peralatan yang menunjang dalam memberikan pelayanan itu sudah baik hanya saja

masyarakat belum itas ruang erbilang belum maksimal

‘ " ‘ ‘!1“‘ .&é. bersihan dalam

pelayanan
keahlian, ke

memberikan

+ AT AH N

S\
=
g
@
o
]
=
3
[oN
g

memberikan pelayanan dengan tanggap terhadap keluhan masyarakat, cepat tanggap
dengan masalah masyarakat, dan cepat tanggap terhadap permohonan masyarakat,
mampu memberikan pelayanan dengan segera kepada masyarakat yang membutuhkan
layanan khususnya dalam hal pengurusan KTP-el, pegawai memberikan kepastian

waktu penyelesaian yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
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Wujud pelayanan kualitas hasil dalam pelayanan e-KTP yaitu responsif, empati dan
jaminan kepastian.

Berdasarkan penjelasan di atas yang bersangkutan dengan adanya bentuk

/1 ﬂ ibuktikan
at, yaitu

ﬁ anan yang
vala Dinas

lir 8 Oktober

Hilir :

“Kami pihak Disdukcapil telah memberikan pelayanan sesuai dengan
prosedur yang telah ditetapkan dengan menunjukkan rasa tanggung
jawab yang besar dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
Mengenai keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang kami berikan
itu tidak menjadi masalah besar hanya segelitir masyarakat saja yang
komplain dan hal tersebut dan masih tergolong wajar kami juga selaku
petugas harus memberikan etika yang baik kepada masyarakat. Semua
masalah mengenai pelayanan adiministrasi kependudukan terutama
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pengurusan e-KTP kami tanggapi dengan baik Karena itu telah
menjadi tugas kami sebagai pegawai”. (Wawancara dengan Kepala
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir 9 Oktober 2021).

petikan wawancara sebagai berikut:

“Menurut saya pelayanannya masih kurang cepat saya di sini antri
mulai pagi sudah siang masih belum dilayanani kita liat saja masih
banyak loket yang kosong tidak tahu pegawainya ke mana jadi banyak
masyarakat yang mau mengurus tapi sedikit ji pegawai yang melayani
Jjadi kita ni menunggu lama dan masih banyak pegawai belum melayani
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meskipun sudah lewat jam istirahat”’, (Wawancara dengan masyarakat
11 Oktober 2021).

Masyarakat juga merasakan bahwa pegawai yang memberikan pelayanan sudah
melayani dengan baikyhanya saja tidak semua pelayaniyang siap melayani pada saat
jam kerja. Ada pelayanan yang lama, ada pelayanan yang cepat. Hal tersebut
menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat yang merasakan ada pilih kasih dalam
pelayanan. Hal tersebut.sésuai dengan hasil wawancara, masyarakat sebagai berikut:

Pelayanan di Dinas pelayanan KTP sudah baik, Ketika kami masuk

pada nomor antrian, pegawai yang melayani saya menanyakan

permasalahan yang saya hadapi untuk melakukan pengurusan KTP.

Persyaratan diminta dan dilengkapi dan kemudian kami dilayani.

Kadang ada yang cepat ada yang lambat, tergantung data yang

diminta, saya melihat antrian di sebelah saya di layani dengan cepat,

sedangkan pelayanan saya terkesan dipersulit. Selain itu juga padahal

banyak loket yang kosong pada saat pelayanan, sedangkan antrian

masih panjang (Wawancara dengan masyarakat 21 November 2021).

Wawancara yang peneliti lakukan memberi makna bahwa pegawai dalam
memberikan pelayanan masih kurang tanggap, dilihat banyaknya loket pelayanan yang
kosong dan masyarakat dibiarkan mengantri berjam-jam dalam pengurusan.

Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara lainnya dengan masyarakat
tentang kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat:

Pegawai pada umumnya mampu melayani dengan baik, akan tetapi

pada saat terjadi kondisi eror terhadap perangkat, para pegawai masih

banyak yang mengandalkan pegawai lainnya untuk menyelesaikan

kendala di loket pelayanan. Hal ini menyebabkan pelayanan jadi

semakin lama (Wawancara dengan masyarakat 21 November 2021).

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara secara menyeluruh bahwa

bentuk layanan dari penerapan pelayanan E-KTP yang sesuai dengan pelayanan publik
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mampu memenuhi kebutuhan publik sehingga publik merasa puas dengan hasil yang
dilakukan oleh pegawai. Kualitas interaksi yang diterapkan dengan memberikan

kemudahan layanan dalam hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan

kuan khusus bagi

kemudahan, dan

Pegawai dalam memberikan pelayanan sudah terbilang tanggap meskipun
sebagian masyarakat mengatakan masih kurang tanggap, Sarana prasarana secara
menyeluruh sudah baik seiring dengan tuntutan pelayan masyarakat di era informasi
atau era globalisasi sekarang ini, seperti halnya penataan ruang kerja pegawai. Ruang

kerja pegawai yang paling utama untuk mendukung proses pelayanan di Kantor Dinas
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Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, sehingga dengan dukungan

ruangan yang baik mendapatkan hasil yang efektif dan maksimal bagi para masyarakat

yang datang untuk mendapatkan pelayanan E- KTP.

Belum mampunya SDM di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hilir memberikan pemahaman arti penting kepemilikan E-
KTP sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengurus pembuatan E-

KTP.



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulg

)
v

kesimpul

1.

.i*a“&a

3 )2

bila dalam kondisi

n data dan kondisi

secara gratis atau tidak dipungut biaya apa pun.

4. Bentuk Produk layanan dari pelayanan e-KTP sesuai dengan pelayanan publik
mampu memenuhi kebutuhan publik sehingga publik merasa puas dengan hasil

yang dilakukan oleh pegawai. Pelayanan yang diberikan pegawai khususnya
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dalam pengurusan e-KTP. Sebab dari hal ini setiap organisasi akan melakukan

strategi untuk perbaikan pelayanannya.

. Kualitas pelayanan mengenai Indikator Sarana dan Prasarana, dapat

sudah baik dan memadai, sehingga dengan kelengkapan sarana dan prasarana

yang memadai membuktikan sistem pelayanan perekaman kartu tanda

penduduk eletronik (eKTP) dilaksanakan dengan maksimal.

. Faktor yang menghambat pelayanan E-KTP adalah berkaitan dengan kendala

jaringan internet dan peralatan E-KTP yang sering mengalami kemacetan,
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masih adanya pegawai yang melanggar prosedur pelayanan, kurangnya SDM,
jarak dari satu desa dengan pusat pemerintah daerah tempat perekaman E-KTP

yang jauh, kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi.

5.2 Saran

Pelayanan Do artu, Tanda 1 Di an Dan Pencatatan

Sipil Kabupea

berada jauh dari pusat kota

4. Perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang ditempatkan di
kecamatan yang jauh dari pusat kota agar dapat memudahkan masyarakat yang

mengalami masalah jarak dalam pengurusan E-KTP. Jika pelayanan UPTD
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belum memungkinkan, maka sebaiknya diberikan fasilitas Mobil Keliling

untuk melayani pengurusan E-KTP.
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